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Hal1 ® kurang bergigi
_ Ia menyontohkan, fungsi
keterbukaan hasil pengawasan
kinerja pemerintah daerah
terlihat meragukan, ketika pe-
" merintah daerah menemui ke-
salahan atau kelemahan.

Setiap ada momen terse- -
but, dan publik menunggu
langkah yang akan diberikan
inspektorat daerah kepada pe-
merintah daerah, yang terlihat
justru ada kesan seperti ditut-
up-tutupi.

Dirjen.  Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Dirjen
Otda Kemendagri), Djohermansyah
Djohan, sependapat dengan hal
tersebut. )

 Kurang Bergigi
Alihkan ke Pusat

PERAN Inspektorat daerah dalam menga-
wasi kinerja pemerintah daerah, layak untuk
diambil alih pemerintah pusat atau Kement-
erian Dalam Negeri (Kemendagri) RT.
Selama ini, Inspektorat daerah dinilai
tidak mampu memberikan transparansi
dari hasil fungsi pengawasan yang dilaku-

kan kepada kinerja Pemda.

“Gelama ini, kita tahunya penga- ;
wasan laporan perkembangan jalannya
pemerintahan, malah dari eksternal
seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuan-
gan) dan BPKP (Badan Pengawasan
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Keuangan dan Pembangunan J’ ujar Pen-
gamat Pusat Kajian Politik Ekonomi dan

Pembangunan, Holid Nurjamil.

la menegaskan, dalam
rancangan undang-undang
(RUU) Pemerintah ‘Daerah
(Pemda), pemerintah pu-
sat mengoreksi terkait ke-
beradaan pengawas internal
di daerah-daerah. Caranya
dengan mengubah pejabat
Inspektorat menjadi perang-

~ kat pemerintah pusat.

“Sekarang kan inspektorat
(di daerah) itu masih perang-
kat daerah. Nah kita berencana
akan mengubahnya menjadi
perangkat pusat,” katanya, ke-
marin. d

Birokrat yang biasa disapa
Prof Djo ini mengatakan, ren-:

cana mengubah pejabat In-
spektorat di daerah menjadi
perangkat pusat, dilakukan
karena dinilai keberadaannya

selama - ini, kurang mampu

berperan- secara maksimal.
Alhasil, upaya penegakan ko-
rupsi terkesan banyak yang
jalan di tempat.

“Kalau sekarang (Inspek-
torat daerah) itu diangkat oleh
kepala daerah dan bertanggung
jawab kepada kepala daerah.

‘Makanya kurang bergigi. Ta-

hu-tahu sudah ada pengungka-
pan hukum. Ini inspektoratnya
ke mana saja? Kan pertanyaan-
nya begitu;” katanya.

Prof Djo berharap dengan
rencana ini, maka Inspektorat
daerah nantinya dapat lebih
berperan maksimal. Terutama
mencegah sedini mungkin,
upaya-upaya penyimpangan
penggunaan anggaran negara
di daerah.

«Untuk Aparatur Penga-
wasan Internal Pemda(APIP),
nantinya akan menjadi Ins-
pektorat. Itu akan dikeluarkan

" SK Kemendagri,” kata Djo.

Jadi, mereka akan mem-
berikan laporan-laporan ke -
Kemendagri, di bawah Inspek-
tur Jenderal (Irjen) Kemend-

agri. (prlm/loh)

|

Sub Bagian Humas dan TU
BPK Rl Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



